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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan transparansi retribusi pelayanan pasar adalah agar masyarakat khususnya 

para pedagang mengetahui kemana saja aliran uang retribusi pelayanan pasar yang mereka 

bayar. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan 

bahwa: 

“Asas keterbukaan (transparansi) adalah asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 

asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”. 

Berdasarkan undang-undang tersebut maka masyarakat dan terkhususnya para 

pedagang berhak memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 

penggunaan uang retribusi pelayanan pasar yang mereka bayarkan. 

Kemudian menurut buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan 

Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementrian Dalam Negeri 

(2002:18, dalam Krina 2003: 14) disebutkan bahwa “Transparansi adalah prinsip yang 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai”. 
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Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap orang berhak untuk memperoleh 

informasi tentang retribusi pelayanan pasar, yakni informasi tentang kebijakan yang 

mengatur tentang retribusi pelayanan pasar, proses pembuatan kebijakan yang mengatur 

tentang retribusi pelayanan pasardan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai setelah adanya 

kebijakan yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar. 

Salah satu tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menjamin hak warga negara untuk 

mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses 

pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Dengan 

adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik maka jelas bahwa ada jaminan bagi hak warga negara untuk mengetahui 

rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan 

keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah yang kemudian diperbaharui melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diikuti dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga 

perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai 

mana dimaksudkan merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan 

merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai 

dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan 
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adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. 

Pendapatan Asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya 

kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh 

pendapatan asli daerah terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah 

yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau 

mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah 

seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karena itu pendapatan asli daerah 

dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, 

sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan 

otonominya. 

Berdasakan pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari “(1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, 

(3) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,  (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah”. 

Selama ini pungutan daerah baik berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-

UndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2000. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-

Undang Nomor Republik Indonesia 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 
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Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif 

dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong 

semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Begitupun yang dilakukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin berupaya meningkatkan pendapatan asli 

daerahnya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor 

Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli 

sehingga dalam sebuah pasar terdapat aliran uang yang cukup besar. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 Tentang 

Retribusi Pelayanan Pasar dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pasar adalah tempat 

yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas halaman yang dikelola oleh pemerintah daerah 

dan khususnya disediakan untuk pedagang.  

Kemudian yang dimaksud Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaaran atas 

penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman pelataran, los dan atau 

kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan terkhusus disediakan untuk pedagang, tidak 

termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan 

pihak swasta. Dengan kata lain Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan atas fasilitas 

pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah. 

Adapun fasilitas yang disediakan pemerintah daerah meliputi tempat pedagang 

berjualan yakni kios, los, dan tanah pelataran pasar, fasilitas kebersihan serta wc umum yang 

disediakan untuk dipakai bersama oleh pedagang dan pembeli. 
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Tabel 1 Jumlah Tempat Usaha / Kegiatan Unit Pasar yang Dikelola Dinas Pengelolaan 

Pasar Kabupaten Banyuasin, 2015 

No 
 

Nama Unit 
Pasar 

Tersedia Aktif Tidak Aktif Pelataran 
 

Jumlah 
Pedagang Kios Los Kios Los Kios Los 

1. Pangkalan Balai 94 679 94 697 - - 470 1261 

2. Betung 320 694 320 580 - 114 135 1035 

3. Sukamoro 40 253 34 249 6 4 89 372 

4. Teluk Betung 96 158 - 158 96 - 43 201 

5. Sukajadi  111 261 57 242 54 19 78 377 

6. Makarti Jaya 156 68 147 68 9 - 42 257 

7. Keluang 34 139  22 116 12 23 48 186 

8. Sidomulyo-18 - 184 - 145 - 39 42 187 

9. Sukamulya - 136 - 136 - - 53 189 

10. Kenten Azhar 134 169 134 167 - 2 43 344 

11. Sumberjaya - 94 - 94 - - 52 146 

12. KTM Telang 106 40 83 6 23 34 - 89 

13. Banyu Urip 20 156 - 128 20 28 15 143 

 Jumlah Total 1111 3031 891 2786 220 263 1110 4748 

Sumber: Website www.banyuasinkab.bps.go.id, diambil tanggal 3 April 2017 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar telah dua kali mengalami perubahan yakni terdapat pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuasin Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, kemudian 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar. 

Paket peraturan daerah tersebut memuat 29 pasal yang terbagi dalam 22 bab, yakni 

Bab I ketentuan umum, Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Distribusi, Bab III Golongan 

Retribusi, Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Bab V Prinsip dan Sasaran 

dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, 

Bab VII Bea Balik Nama, Bab VIII Wilayah Pemungutan, Bab IX Masa Retribusi saat 

Retribusi Terutang, Bab X Surat Pendaftaran, Bab XI Penetapan Retribusi, Bab XII Tata 

Cara Pemungutan, Bab XIII Sanksi Administrasi Negara, Bab XIV Tata Cara Pembayaran, 

Bab XV Tata Cara Penagihan, Bab XVI Keberatan, Bab XVII Pengembalian Kelebihan 
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Pembayaran, Bab XVIII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Bab XX 

Penyidikan, Bab XXI Ketentuan Pidana, Bab XXII Ketentuan Penutup. 

Dalam peraturan daerah tersebut diatur mengenai lokasi yakni pada Bab VI Sruktur 

dan Besarnya Tarif Retribui Pasal 8 ayat 3 pasar dibagi atas tiga kelas yakni “Kelas I, 

kegiatan pasar dilakukan tiap hari, Kelas II, kegiatan pasar dilakukan 2x seminggu, 

kemudian Kelas III, kegiatan pasar dilakukan 1x seminggu”. Kemudian juga diatur 

mengenai tempat berjualan di tanah pasar pelataran terbuka yang dipakai secara tidak tetap 

yang luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1,5 m dipungut Retribusi Harian Rp. 1.000/hari dan 

tempat berjualan di tanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap di samping dipungut 

Retribusi Harian sebesar Rp. 1.000/hari juga dipungut retribusi Rp. 1.500/bulan. Adapun 

yang dimaksud dengan tanah pasar adalah tanah yang diperuntukan untuk pasar. Dalam 

peraturan daerah tersebut tidak disebutkan bahwa para pedagang yang memiliki los/kios juga 

dikenai retribusi harian namun kenyataannya baik pedagang yang memiliki los maupun kios 

juga dikenai retribusi harian atas tanah pelataran pasar. Selain itu retribusi kebersihan yang 

telah ditetapkan dipungut Rp. 1.000/hari sesuai Perda yang tercantum di karcis namun, di 

lapangan juga penambahan pungutan Rp.2.000/hari oleh petugas kebersihan. Kemudian 

retribusi keamanan/ketertiban yang telah ditetapkan dipungut Rp.1.000/hari ada juga 

penambahan pungutan keamanan jaga malam sejumlah Rp. 35.000/bulan bagi pedagang 

yang barang dagangannya menetap di pasar. Pungutan tambahan tersebut tidak diatur dalam 

peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar namun berlaku di pasar Khususnya Pasar 

Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III. Kemudian Retribusi Wc Umum yang telah 

ditetapkan Rp. 500 untuk buang air kecil tidak sesuai dilapangan karena di pasar dipungut 

Rp.2.000 untuk buang air kecil tanpa adanya karcis. Para pedagang mengetahui tarif retribusi 

berdasarkan tagihan yang tertera di karcis maupun kwitansi yang diberikan oleh petugas 
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yang berwenang menagih retribusi. Sementara untuk fasilitas Wc umum dibayarkan 

langsung kepada penjaganya tanpa adanya karcis retribusi. Adapun gambar karcis dan 

kwitansi retribusi terlampir dalam penelitian ini. 

Berdasarkan karcis dan kwitansi yang diterbitkan oleh pemerinah daerah seperti pada 

gambar maka pedagang mengetahui berapa uang retribusi yang harus mereka bayarkan. 

Adapun struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Tabel 2 yang 

terlampir dalam penelitian ini. 

Data berikut merupakan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

bersumber dari Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten 

Banyuasin 2010-2014, dapat dilihat tabel berikut ini: 

Tabel 3 Data Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 2010-2014 

No 
Nama Unit 

Pasar 

Realisasi (Rp) 

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 

1.  Betung 185.500.000 186.300.000 232.735.500 395.463.000 414.000.000 

2.  Pangkalan 

Balai 

87.590.000 105.710.000 140.778.000 307.600.000 312.000.000 

3.  Sukamoro 25.250.000 27.000.000 30.100.000 73.860.000 80.220.000 

4.  Sukajadi 37.450.000 44.500.000 54.000.000 112.120.000 123.720.000 

5.  Makarti 

Jaya 

30.850.000 32.500.000 52.120.000 109.920.000 114.000.000 

6.  Keluang 12.200.000 13.350.000 15.000.000 30.719.000 31.728.000 

7.  Teluk 

Betung 

13.550.000 16.200.000 16.800.000 28.761.000 29.500.000 

8.  Sidomulyo

-18 

2.400.000 8.290.000 7.200.000 15.480.000 17.520.000 

9.  Sukamulya 6.400.000 7.200.000 7.800.000 15.200.000 16.800.000 

10.  Kenten 

Azhar 

13.150.000 20.800.000 33.850.000 155.350.000 156.980.000 

11.  Sumber 

Jaya 

 3.300.000 4.200.000 10.600.000 12.000.000 

12.  Ktm 

Telang 

   107.725.000 108.720.000 

13.  Srikaton  700.000     

14.  Air Senda 1.300.000     

  416.640.000 465.150.000 594.583.500 1.362.798.000 1.417.168.000 

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Banyuasin III, Tahun 2015. 
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Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi 

Pelayanan Pasar cukup menjanjikan. Namun potensi tersebut masih bisa untuk terus 

ditingkatkan lebih maksimal lagi. Menjadi persoalan apakah dalam praktik pemungutan 

Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan secara transparan ataukah tidak? Mengingat aliran 

pendapatan besar yang diterima oleh Dinas Pengelolaan Pasar perlu juga ditelusuri fasilitas 

apa saja yang telah diberikan oleh Dinas Pengelolaan Pasar kepada para pedagang yang 

menggelar dagangannya di Pasar. 

Data berikut merupakan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar 

Kabupaten Banyuasin 2010-2014, dapat dilihat tabel berikut ini:  

Tabel 4 Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 2010-2014 

No Tahun 
Retribusi Pelayanan Pasar 

Target (RP) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

1.  2010 400.164.000 416.640.000 104,12 

2.  2011 460.189.000 465.150.000 101,08 

3.  2012 525.789.000 594.583.500 113,08 

4.  2013 1.313.220.000 1.362.798.000 103,78 

5.  2014 1.400.214.000 1.417.168.000 101,21 

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Banyuasin III, Tahun 2015. 

 

Dalam tabel 4 terlihat bahwa realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar hampir 

setiap tahunnya meningkat melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor Retribusi Pelayanan Pasar masih memiliki potensi yang bisa terus 

ditingkatkan. Jika melihat fakta yang terjadi di lapangan seharusnya Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar bisa lebih tinggi. 

Website resmi Dinas Pengelolaan Pasar yakni www.dinaspasar.banyuasinkab.go.id. 

Website tersebut belum mempublikasikan data-data tentang peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan proses pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. Para pedagang hanya 

menerima karcis retribusi tanpa menerima akses lengkap atas peraturan-peraturan yang 
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berlaku. Kemudian data tentang laporan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar juga 

tidak dipublikasikan di website tersebut. Website Dinas Pengelolaan Pasar tersebut masih 

belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan keterbukaan (Transparansi) 

informasi publik. 

Kecamatan Banyuasin III dengan Ibu Kota Pangkalan Balai merupakan pusat Ibu 

Kota Kabupaten Banyuasin. Pasar Pangkalan Balai juga merupakan nama pasar yang ada di 

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Maka penelitian ini akan difokuskan dalam 

pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah 

yang ada di dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam 

pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip transiparansi dalam pemungutan 

Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. 

2. Manfaat 

a. Manfaat teoritis, diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini akan menjadi 

kajian yang bermanfaat bagi para akademisi yang tertarik untuk mengembangkan 

penelitian ini. 

b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bahan pemikiran 

bagi pihak terkait yakni Dinas Pengelolaan pasar Kabupaten Banyuasin dalam 

rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar. 
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